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( Studi Penelitian Di Kantor Arbitrase Medan )

Arbain Panggabean *
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Arif

ABSTRAK

Arbitrase, dalam perkembangannya oleh negara-negara maju telah dipilih
sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien karena arbitrase
memiliki keunggulan diantaranya waktu yang singkat, bersifat tertutup, biaya
yang murah para arbiter sebagai juri dipilih langsung oleh para pihak yang
bersengketa dan lain sebagainya. Meskipun awal pengenalan arbitrase di negara-
negara berkembang lebih disebabkan karena kekurang percayaan negara maju
terhadap perlindungan dan kepastian hukum di negara-negara berkembang, akan
tetapi arbitrase mampu menjembatani dan mengambil peran sebagai forum
penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang ada.

Di Indonesia sendiri arbitrase telah dikenal sejak jaman kolonial bahkan
dalam hukum acara baik HIR, RBG maupun Rv telah menempatkan arbitrase
sebagai forum penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak.
Selanjutnya keberadaan arbitrase di Indonesia mengalami pertumbuhan yang
pesat terutama setelah didirikannya badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai upaya untuk
memfasilitasi pelaku usaha dalam mencari solusi hukum atas aktifitas bisnis
mereka. Demikian juga BANI telah menunjuk dan mendirikan BANI Perwakilan
Medan sebagai tempat penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan klausula
arbitrase di Kota Medan.

Meskipun arbitrase memiliki berbagai nilai lebih akan tetapi
permasalahannya adalah bagaimana efektifitas arbitrase sebagai forum
penyelesaian sengketa bisnis di kota Medan. Kemudian permasalahan lain adalah
bagaimana persiapan lembaga peradilan dalam menjalankan putusan arbitrase
adalah dua masalah yang peneliti kemukakan dalam penulisan tesis ini.

Dengan pendekatan yuridis normatif peneliti berusaha untuk
menginventarisir berbagai instrumen hukum dalam bidang arbitrase ini yang
dimulai dari produk hukum zaman kolonial berbagai konvensi internasional dan
berbagai instrument hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan mengambil
lokasi penelitian di Kota Medan yang secara khusus memilih BANI Perwakilan
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Medan sebagai tempat lokasi penelitian ini peneliti berusaha memperoleh data-
data dan informasi dari beberapa orang responden dan informen baik yang berasal
dari pengurus BANI Perwakilan Medan, pelaku usaha dan aparat Lembaga
Peradilan Medan.

Setelah data yang diperoleh peneliti analisis dengan pendekatan deskriptif
analitis yang memadukan antara data linier dan data sekunder didapat kesimpulan
bahwa keberadaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Kota
Medan masih belum dianggap efektif. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme beracara dalam
arbitrase, disamping masih terdapat perilaku-perilaku negatif dari pelaku usaha
yang menempatkan hukum sebagai elemen yang tidak penting dalam praktek
bisnis mereka dan oleh karenanya penyelesaian hukum dapat dilakukan dengan
mengadakan pendekatan antara pengusaha dan pemegang kekuasaan birokrasi.

Dari kesimpulan ini peneliti menyarankan agar proses sosialisasi terhadap
masyarakat luas harus terus dijalankan oleh BANI Perwakilan Medan kepada
Lembaga Peradilan untuk dapat membangun komunikasi dengan BANI
Perwakilan Medan guna mensosialisasikan secara lebih baik akan pentingnya
arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis di Kota Medan dalam
menghadapi perkembangan bisnis di era perdagangan bebas dewasa ini.

Kata Kunci :
- Arbitrase
- Sengketa
- Bisnis
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THE EFFECTIVENESS OF ARBITRATION AS THE ALTERNATIVE
TO THE DISPUTE BUSINESS RESOLUTION
( The Study Of The Research In The Medan Arbitration Office )

Arbain Panggabean "
Iman Jauhari
Arif

ABSTRACT

Arbitration, in his development by developed countries were chosen as the
alternative to the resolution the effective dispute and efticient because arbitration
had the superiority among them short time, was closed, the cheap cost of the
arbiters was as the jury chosen directly by the disputing sides et cetera. Despite
early of the introduction to arbitration in developing countries more was caused
because less trust developed countries towards the protection and the assurance of
the law in developing countries, but arbitration could bridge and take the role as
the forum for the dispute resolution outside the route litigasi available. In
Indonesia personally arbitration was known since the colonial time even in the
good HIR agenda law, RBG and Rv to place arbitration as the forum for the
dispute resolution that could be chosen by the sides.

Further the existence of arbitration in Indonesia experienced the fast
growth especially after the establishment of the National Indonesian Arbitration
body (BANI) by the Chamber Of Commerce and the Indonesian Industry
(KADIN) as eftorts to facilitate the perpetrators of efforts in looking for the
solution to the upper law the activity of their business. Likewise BANI pointed
and erected BANI Medan Delegation as the place of the resolution of the business
dispute was based on the arbitration clause in the Medan City.

Although arbitration had various added value but his problem was how the
effectiveness of arbitration as the forum for the resolution of the business dispute
in the Medan city. Afterwards the other problem was how preparations dispute the
judicature in undertaking the decision of arbitration was two problems that the
researcher suggested in the writing of this thesis.

With the juridical approach normative the researcher tried to inventory
various instruments of the law in this arbitration field that was begun from the
colonial product of the time law of various international conventions and various
instrument the national law like number regulations 30 in 1999 about Arbitration
and the Alternative to the Dispute Resolution. By taking the location of the
research in the Medan City that speciallv chose BANI Medan Delegation as the
place of the location of this research the researcher tried to receive the data and
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information from several people of the respondent and informen good that came
from the management BANI Medan Delegation, the perpetrators of efforts and
Medan apparatus of the Judicature Agency.

After the data that was received by the analysis researcher with the
descriptive approach analytical that combined between the linear data and the data
secondary was gotten by the conclusion that the existence of arbitration as the
forum for the resolution of the business dispute in the Medan City was still not it
was considered effective. This was in part caused by the shortage of the
understanding of the community of the procedure and the mechanism agenda law
in arbitration, nearby still was gotten by the behaviours of the negative from the
perpetrators of efforts that placed the law as the element that unimportant in
practice their business and therefore the legal resolution could be carried out by
holding the approach between the businessman and the holder of the authority of
the bureaucracy.

From this conclusion the researcher suggested that the process of the
socialisation must against the wider community continue was undertaken by
BANI Medan Delegation to the Judicature Agency to be able to develop
communication with BANI Medan Delegation for the sosialisation better would
the importance of arbitration as the forum for the resolution of the business
dispute in the Medan City in facing the development of the business in the free
trade era today.

Keyword :
- Arbitration
- Dispute
- Business
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman Hindia Belanda bahwa Lembaga Arbitrase telah
dikenal dan dilaksanakan oleh para eksportir dan importir maupun
pengusaha lainnya pada saat mereka melakukan hubungan dagang di
Indonesia maupun di luar negeri. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase
tetap yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, yaitu : (1) Badan Arbitrase
bagi badan ekpor hasil bumi Indonesia, (2) Badan Arbitrase tentang
kebakaran dan (3) Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.' Kala itu
yang menjadi dasar hukum diberlakukannya lembaga arbitrase di
Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara
Perdata (Reglemen op dengan Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52).
Ketentuan serupa dapat juga dilihat pada Pasal 705 Reglemen Acara untuk
Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten/RBG,
Staatsblad 1927 : 227) menyatakan bahwa jika orang Indonesia dan orang

Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah,

' Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase, Jakarta, PT. Raja Grafinde
Persada, 2001, halaman 13.

? Pasal 377 Reglemen Indenesia vang diperbarui Het Herziene Indonesisch Reglemen
(HIR) Staatblad 1941 : 44.
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maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku
bagi bangsa Eropa.

Dalam prakteknya, ternyata Pasal 377 HIR dan Pasal 307 RBG
tidak mengatur secara jelas bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa
para pihak, karena keduanya tidak memuat aturan lebih lanjut tentang
arbitrase. Untuk melengkapi dan menyempurnakan kekosongan itu, kedua
pasal di atas langsung menunjuk pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam
Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement op dengan Burgerlijke
Rechtverdering/Rv, Staatsblad 1847 — 32 jo 1849 — 63).

Buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata tentang Aneka Acara,
pada Bab | mengatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) yang
terdiri atas Pasal 615 — Pasal 651 Rv. Sebagai pedoman umum aturan
arbitrase terdapat 5 (lima) bagian pokok yaitu :

1. Bagian pertama (Pasal 615 — Pasal 623) : persetujuan arbitrase dan
pengangkatan arbiter;

2. Bagian kedua (Pasal 624 — Pasal 630) : pemeriksaan dimuka badan
arbitrase;

3. Bagian ketiga (Pasal 631 — Pasal 6400) : putusan arbitrase;

4. Bagian keempat (Pasal 641 - Pasal 647) : upaya-upaya terhadap
putusan arbitrase;

5. Bagian kelima (Pasal 647 — Pasal 651) : berakhir acara-acara arbitrase.
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